
 

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI 

NOMOR  10  TAHUN 2022 

TENTANG 

PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI TALANG BINJAI KECAMATAN SILAUT 

WALI NAGARI TALANG BINJAI 

Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan 

memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, 

oleh dan untuk masyarakat  khususnya dalam penyelenggaraan 

Kelangsungan  Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak 

(KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Tahun 

Anggarn 2022; 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari 

tentang Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Talang Binjai 

Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022 

 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo 

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851); 

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, 

TambahanLembaran Negara Nomor3952); 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438); 

 

 

 

 



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor5049); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5495); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor6516); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan 

Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah 

KabupatenPanarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun Nomor2989); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4594); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan PemerintahNomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor41); 

 

 

 

 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor2094); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 

Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor89); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor611); 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor1203); 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1035); 

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor1633); 

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); 

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari 

serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari; 

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari 

Tahun Anggaran 2022; 

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang 

Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;  

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap 

Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; 

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 

Anggaran 2022; 



29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang 

Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

Anggaran 2022; 

30. Peraturan NagariTalang Binjai Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024 

(Lembaran Desa Talang Binjai Tahun 2018  Nomor 3); 

31. Peraturan NagariTalang Binjai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Talang Binjai Tahun 2019 

Nomor 1); 

32. Peraturan NagariTalang Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran 

NagariTalang Binjai Tahun 2021 Nomor 4); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   

KESATU :  Menetapkan Kader Posyandu Nagari Talang Binjai Kecamatan 

Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan; 

KEDUA :  Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini 

dibebankan pada APBNagari Talang Binjai; 

 

KETIGA 

 

: 

  

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

    
                                                                                     

Ditetapkan di : Talang Binjai 
Pada tanggal : 3 Januari 2022 
 

 

 

   

 

Tembusan : 

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan; 

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; 

3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; 

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; 

5. Camat Silaut di Silaut; 

6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Talang Binjai di Talang Binjai; 

7. Yang bersangkutan. 

 



Lampiran Keputusan Wali Nagari Talang Binjai 

Nomor : 10 Tahun 2022 

Tanggal : 3 Januari 2022 

Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 

2022 

 

 

NO NAMA JABATAN NAMA POSYANDU 

1 SRI SULATIN KETUA PELANGI HATI 

2 LILIS HENDRIANA ANGGOTA PELANGI HATI 

3 JUARIYAH ANGGOTA PELANGI HATI 

4 DIAN SURYANI ANGGOTA PELANGI HATI 

5 FITRIATUN ANGGOTA PELANGI HATI 

6 MARLINI 
KETUA CAHAYA HATI 

7 YATI NURKHAYATI SEKRETARIS CAHAYA HATI 

8 NURMA SARI BENDAHARA CAHAYA HATI 

9 UMI SUDIATI ANGGOTA CAHAYA HATI 

10 SITI AMINAH ANGGOTA CAHAYA HATI 

 

 


